BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Ratio Decidendi dalam tindak pidana korupsi timah terhadap terdakwa HM
(Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor:
1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI), pada dasarnya konsisten, karena keduanya
menyatakan seluruh unsur tindak pidana korupsi dan TPPU terbukti secara
sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti yang
ada. Hakim mengaitkan fakta dengan ketentuan UU Tipikor dan KUHP
secara sistematis sehingga penjatuhan pidana memiliki dasar yuridis yang
kuat.Perbedaannya terletak pada penekanan pertimbangan, PN lebih
menyoroti aspek individual terdakwa, sedangkan PT menegaskan dampak
sistemik perbuatan terhadap negara. Dengan demikian, putusan banding

bersifat memperkuat dan menegaskan pertimbangan hukum tingkat

pertama.

2. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku
sekaligus mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat. Oleh
karena itu, pidana harus mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum.

B. Saran

1.

Bagi masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi

penyelenggaraan pemerintahan serta melaporkan dugaan praktik korupsi



sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.
. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas perbedaan
putusan antar tingkat peradilan dalam perkara korupsi agar memperkaya

kajian hukum pidana.
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